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ABSTRAK 

Penegakan hukum terkait kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat 

pemerintah daerah masih merupakan suatu masalah hukum dalam sistem hukum 

Indonesia. Bagaimana tidak, pengaturannya yang beririsan tentangnya dalam 

hukum administrasi dan hukum pidana korupsi seringkali menimbulkan dilema 

mekanisme hukum mana yang harus diutamakan. Melihat bahwa penyalahgunaan 

wewenang sudah dikonsepsikan dengan jelas dalam hukum administrasi, 

ketidakpastian hukum ini sebenarnya berakar dari kekosongan norma yang 

mendefinisikan arti penyalahgunaan wewenang dalam persepktifnya hukum pidana 

korupsi. Pasal 3 UU PTPK menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai suatu 

unsuru delik, tetapi undang-undang a quo tidak mengartikan penyalahgunaan 

wewenang dengan jelas. Dari ketidakpastian menimbulkan suatu pertanyaan besar 

yakni apakah konsep hukum penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi 

dan hukum pidana korupsi dan apa ratio decidendi hakim PTUN dan Pengadilan 

Tipikor dalam memutus perkara ini. Untuk menjawab kedua rumusan masalah tadi, 

penulisan skripsi ini dilakukan.  

Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Pejabat 
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ABSTRACT 

A legal problem remains existent in the Indonesian legal system with regards 

to the enforcement of laws pertaining to cases of abuse of authority by local 

government officials. How not, its intersecting regulations in administrative law 

and criminal law of corruption often create a dilemma which legal mechanism 

should be prioritized. Considering that abuse of authority has been conceptualized 

in administrative law, this legal uncertainty actually stems from the void of penal 

norms that define the meaning of abuse of authority. Article 3 of the corruption act 

places abuse of authority as an element of the offence, but the said act does not 

define abuse of authority explicitly. This uncertainty questions if the legal concept 

of abuse of authority in administrative law and criminal law are identical and what 

is the ratio decidendi of the judges in this respect. This thesis is written to address 

these two questions.  

Keywords: Abuse of authority, Corruption, Administrative official 
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